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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pembangunan sejatinya memiliki makna yang luas. Dalam praktik 

pembangunan di berbagai negara, pembangunan dimaknai sebagai suatu 

proses untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejahtera 

merupakan kondisi di mana masyarakat dalam keadaan makmur, sehat serta 

dapat memenuhi kapasitas mendasar hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut, 

maka pembangunan yang dilakukan pada hakikatnya harus dapat memperluas 

pilihan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Namun yang 

menjadi persoalan saat ini adalah dimana capaian pembangunan di berbagai 

wilayah secara parsial sangat bervariasi, dimana terdapat suatu wilayah yang 

berhasil melaksanakan pembangunan dan beberapa wilayah lainnya belum 

mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. 

Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, 

disertai dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dan kultur masyarakat 

yang beragam, menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia. Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah melaksanakan 

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian 

disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, serta Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah 

memiliki tantangan dan peluang untuk mengembangkan dan mengelola 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan 

efektif, sehingga memberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang memiliki 

sumber daya yang diandalkan untuk dikembangkan dan dialokasikan secara 

mandiri sesuai prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Salah satu bentuk prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan 

oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya adalah melalui penyediaan layanan publik. Penyediaan layanan 

publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat (Mouw, 2013:93). Dengan penyediaan layanan publik 

yang baik, maka dapat menunjang kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih 

produktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dapat diproksikan dengan 

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Menurut United Nation Development Programme (UNDP), IPM dapat 

digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan 

suatu wilayah dalam menunjang perluasan hidup masyarakat untuk dapat 

berumur panjang dan sehat, berpengetahuan dan menikmati standar hidup 

yang layak. IPM yang semakin meningkat dapat menggambarkan bahwa 

layanan publik sebagai bagian penting pelaksanaan otonomi daerah telah 

diperoleh masyarakat secara memadai. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Amalia & Purbadharmaja (2014:259) yang menyatakan bahwa indikasi 

keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, adanya 

rasa keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi secara vertikal 

antara pemerintah pusat dan daerah serta hubungan horizontal antar daerah.  

Dewasa ini persoalan mengenai keberhasilan suatu wilayah dalam 

pelaksanaan pembangunan seperti menyediakan layanan publik yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menjadi perhatian berbagai 

pihak. Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pembangunan tersebut 

diteliti dan dilaporkan dalam bentuk laporan pembangunan manusia (Human 

Development Report) oleh UNDP. Laporan UNDP pada tahun 2016 yang 

dipublikasikan melalui laman www.undp.org menginformasikan bahwa IPM 

Indonesia telah mencapai 68,9. Dengan tingkat IPM tersebut, Indonesia masih 

menyandang predikat sedang dalam pembangunan manusia. Selain itu, 

capaian tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 113 dari 188 negara 

http://www.undp.org/
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dan cukup menggambarkan bahwa IPM Indonesia masih sangat tertinggal jika 

dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN, dimana capaian IPM 

Indonesia masih berada di bawah capaian rata-rata IPM ASEAN yaitu sebesar 

70,74, dan capaian tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-5 setelah 

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. IPM Indonesia hanya 

lebih baik bila dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : United Nation Development Report, 2017 (Data Diolah) 

 

 

Rendahnya capaian IPM Indonesia tidak bisa terlepas dari peran 

pemerintah yang belum melakukan upaya pembangunan secara optimal. 

Selain itu, capaian IPM Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan 

dengan negara di kawasan ASEAN juga dipengaruhi oleh perkembangan IPM 

di dalam negeri, baik itu pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota 

yang dimana perkembangannya akan sangat bergantung pada komitmen 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya dalam rangka 

menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Capaian IPM beberapa wilayah 

di Indonesia dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Gambar 1.1  

Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN Tahun 2016 
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Tabel 1.1  

Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Indonesia  

Tahun 2011-2017 

No Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  Aceh 67.45 67.81 68.30 68.81 69.45 70.00 70.60 

2 Sumatera 

Utara 
67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 70.00 70.57 

3 Sumatera 

Barat 
67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 70.73 71.24 

4 Riau 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20 71.79 

5 Jambi 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 69.62 69.99 

6 Sumatera 

Selatan 
65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 68.24 68.86 

7 Bengkulu 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 69.33 69.95 

8 Lampung 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 67.65 68.25 

9 Kep. Bangka 

Belitung 
66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 69.55 69.99 

10 Kep. Riau 71.61 72.36 73.02 73.40 73.75 73.99 74.45 

11 DKI Jakarta 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 79.60 80.06 

12 Jawa Barat 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05 70.69 

13 Jawa Tengah 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98 70.52 

14 D.I. 

Yogyakarta 
75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 78.38 78.89 

15 Jawa Timur 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74 70.27 

16 Banten 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 70.96 71.42 

17 Bali 70.87 71.62 72.09 72.48 73.27 73.65 74.30 

18 
Nusa 

Tenggara 

Barat 

62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 65.81 66.58 

19 
Nusa 

Tenggara 

Timur 

60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 63.13 63.73 

20 Kalimantan 

Barat 
62.35 63.41 64.30 64.89 65.59 65.88 66.26 
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No Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

21 Kalimantan 

Tengah 
66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 69.13 69.79 

22 Kalimantan 

Selatan 
65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 69.05 69.65 

23 Kalimantan 

Timur 
72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 74.59 75.12 

24 Kalimantan 

Utara 
- - 67.99 68.64 68.76 69.20 69.84 

25 Sulawesi 

Utara 
68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 71.05 71.66 

26 Sulawesi 

Tengah 
64.27 65 65.79 66.43 66.76 67.47 68.11 

27 Sulawesi 

Selatan 
66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 69.76 70.34 

28 Sulawesi 

Tenggara 
66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 69.31 69.86 

29 Gorontalo 63.48 64.16 64.70 65.17 65.86 66.29 67.01 

30 Sulawesi 

Barat 
60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 63.60 64.30 

31 Maluku 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 67.60 68.19 

32 Maluku Utara 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 66.63 67.20 

33 Papua Barat 59.90 60.30 60.91 61.28 61.73 62.21 62.99 

34 Papua 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 58.05 59.09 

 Rata-rata 

Provinsi  
67.09 67.70 68.31 68.90 69.55 70.18 70.81 

Sumber : BPS, 2018 (Data Diolah) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2017, terdapat 14 

provinsi yang telah mencapai level pembangunan manusia dengan kategori 

“tinggi”. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016. Tercatat pada 2016 

hanya 12 provinsi yang masuk dalam kategori “tinggi”. Sementara itu, pada 

tahun 2017 terdapat 18 provinsi di Indonesia yang berada pada kategori 

“Sedang”. Akan tetapi, masih terdapat satu provinsi yang masih di level 

“Rendah” yaitu Provinsi Papua. Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya 

provinsi dengan capaian IPM “sangat tinggi”. Sebagai ibukota negara, 

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, 
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perekonomian, bisnis, wisata dan lainnya. Hal tersebut mendukung Provinsi 

DKI Jakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana secara lengkap dan 

memadai, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan publik seperti akses 

untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan dapat diperoleh dengan baik. 

Bertolak belakang dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua justru 

mengalami banyak kesulitan, layanan publik belum dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara memadai, seperti masih minimnya sarana prasarana 

pendidikan dan kesehatan dan juga akses untuk mendapatkan pendidikan dan 

kesehatan yang sulit. Kondisi tersebut dapat digambarkan secara jelas dengan 

kecilnya perolehan angka IPM Provinsi Papua.  

Provinsi Jawa Barat sendiri menjadi salah satu provinsi yang 

memperoleh capaian IPM pada kategori “tinggi”. Meskipun telah termasuk ke 

dalam kategori pembangunan tinggi, kondisi pembangunan manusia di 

Provinsi Jawa Barat masih belum cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1.2 sebagai berikut : 
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Sumber : BPS, 2018 (Data Diolah) 

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perolehan rata-rata IPM 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan, 

yaitu dari 66,67 pada tahun 2011 menjadi 70,69 pada tahun 2017. Namun jika 

dilihat secara lebih rinci, peningkatan IPM tersebut cenderung tidak pernah 

tercapai sesuai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 

2008-2012 maupun pada RPJMD 2013-2018, dimana kemajuan pembangunan 

manusia selama periode tersebut hanya mampu menempatkan sebanyak 16 

kabupaten/kota atau setara 59,26% ke dalam kabupaten/kota dengan status 

pembangunan manusia “sedang”, 37,03% dengan status pembangunan 

manusia “tinggi” dan 3,70% dengan status pembangunan manusia “sangat 

tinggi”. Selain itu, selama kurun waktu tersebut realisasi IPM Jawa Barat 

hanya meningkat 4,02 poin, serta jika dibandingkan dari tahun ke tahun, 

peningkatan rata-rata IPM ternyata tidak konsisten. 

Ketidakkonsistenan peningkatan rata-rata IPM, masih jauhnya 

realisasi perolehan rata-rata IPM kabupaten/kota sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan serta masih sedikitnya persentase wilayah kabupaten/kota di Jawa 

Barat yang memperoleh status pembangunan manusia “tinggi” menjadi 

menjadi fenomena yang kurang baik. Hal ini akan berdampak pada buruknya 

kualitas pelaksanaan otonomi di suatu daerah, karena pada hakikatnya salah 

satu tujuan dari adanya otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas 

masyarakat secara adil dan merata melalui peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Selain itu, dengan kualitas pembangunan yang rendah 

juga akan mencerminkan rendahnya kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan 

pemerintahan dalam era otonomi daerah. 

Gambar 1.2  

Target dan Capaian Rata-rata  

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017 
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Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai peran yang penting dalam 

menggambarkan kinerja pemerintah dan apabila IPM meningkat secara 

konsisten maka komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat telah dilakukan dengan baik. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Memiliki masyarakat yang berumur panjang dan sehat, serta memiliki 

masyarakat yang berpengetahuan dan terampil dalam kegiatan produktif 

adalah harapan dari setiap negara. Hal tersebut juga merupakan tujuan utama 

dari pembangunan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan 

berkualitas (BPS, 2017:43). Masyarakat yang sejahtera dan berkualitas 

merupakan aset kekayaan bangsa seutuhnya.  

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan 

perubahan kualitas pembangunan manusia atau masyarakat, beberapa studi 

yang dilakukan oleh Boyne (2003), Lopez et al (2007), Hawash (2007), 

Fayissa dan Nsiah (2010), Binder dan Georgiadis (2011), Eren & Kubat 

(2014) telah mengidentifikasi bahwa infrastruktur sosial, remitansi, 

industrialisasi, jumlah sumber daya, regulasi, faktor organisasi, produk 

domestik bruto per kapita, tingkat partisipasi tenaga kerja dan manajemen 

kemungkinan besar cenderung menentukan kondisi pembangunan manusia 

antar negara dan antar wilayah dalam suatu negara.  

Todaro & Smith (2015:22) juga mengemukakan bahwa kualitas 

pembangunan manusia atau masyarakat cenderung dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu faktor kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem) dan 

kebebasan (freedom) dari suatu masyarakat itu sendiri. Disamping itu 

Musgrave (1993:6) juga menyatakan bahwa tiga peran pemerintah, yaitu peran 

alokasi, distribusi dan stabilisasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

keuangan yang dilakukan pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.  

Dari beberapa studi dan pernyataan yang telah dipaparkan, dapat 

diketahui bahwa terdapat beberapa determinan atau faktor penentu 
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pembangunan manusia pada suatu wilayah. Dalam hal ini, keuangan adalah 

termasuk ke dalam sumber daya dan oleh karena itu juga sangat mungkin 

menjadi perhatian khusus karena keuangan berkaitan dengan kinerja suatu 

organisasi. Peneliti memilih kinerja keuangan daerah sebagai determinan 

dalam penelitian ini, karena kinerja keuangan daerah mampu menggambarkan 

sejauh mana kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendapatan daerah 

yang dimiliki. Selain itu kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber 

keuangan secara bijak lebih memungkinkan untuk meningkatkan 

pembangunan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan yang 

diberikan kepada masyarakat secara memadai. Hal tersebut didukung melalui 

beberapa studi lain juga mengaitkan kinerja keuangan yang berkualitas tinggi 

dengan beberapa dimensi kinerja organisasi Ogden dan Watson (1999); 

Stanwick dan Stanwick (1998); Waddock dan Smith (2000); Batafor 

(2011:21). Ini menjadi suatu asumsi bahwa kinerja keuangan yang baik 

merupakan penentu kinerja suatu organisasi yang unggul.  

Agency Theory juga menekankan bahwa agent sebagai pihak yang 

diberikan pelimpahan wewenang dari principal harus dapat mengatur dan 

mengelola hal-hal yang dilimpahkan kepadanya, sehingga tujuan yang 

diharapkan oleh principal dapat tercapai secara baik. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah (agent) dituntut untuk mampu mengatur dan mengelola 

urusan pemerintahan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat (principal) 

agar senantiasa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah (agent) perlu 

ditopang dengan kinerja keuangan daerah yang memadai. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Manik (2013:165) yang mengungkapkan bahwa apabila 

pemerintah daerah masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan 

mengharapkan pencairan anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat, 

maka hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap sistem 

pemerintahan juga pelayan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan 
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maksimal karena belanja pemerintah belum dapat dibiayai oleh diri sendiri 

oleh pemerintah daerah.  

Dari pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa analisis kinerja keuangan menjadi salah satu cara untuk mengukur 

pembangunan manusia atau masyarakat melalui pengamatan dari berbagai 

indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia sehingga penelitian 

ini akan memfokuskan pada analisis kinerja keuangan daerah dengan 

menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur dari kinerja keuangan daerah 

yang akan diteliti. 

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap 

indeks pembangunan manusia telah dilakukan baik di negara maju maupun di 

negara berkembang, penelitian di negara maju yang dilakukan oleh Scutariu 

(2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang lebih besar pada suatu 

pemerintah daerah dapat memperbesar kemampuan daerah dalam 

menyediakan kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Selain itu, penelitian 

mengenai kinerja keuangan terhadap pembangunan manusia di Pakistan yang 

dilakukan oleh Zaman (2012) menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

berpengaruh penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian 

Owino (2017) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang 

difokuskan ke sektor publik dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak dalam 

meningkatkan kesejahteraan publik. Pada penelitian Kotarba & Kolomycew 

(2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan seperti kemandirian keuangan 

menjadi elemen yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan desentralisasi 

sistem administrasi publik dan efektivitas penyediaan layanan masyarakat.  

Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah yang diukur melalui 

rasio keuangan daerah yang dikaitkan dengan pembangunan manusia juga 

telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Suryaningsih (2015) yang meneliti pembangunan manusia di Provinsi Bali, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia. Selain itu, penelitian Gousario (2016) juga 



11 
 

Diky Ramadhan Solihin, 2018 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian 

berpengaruh terhadap IPM. Penelitian lainnya yang dilakukan di Provinsi 

Lampung oleh Harliyani (2016) juga menunjukkan bahwa rasio derajat 

desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Penelitian yang 

dilakukan oleh Amandita (2016) juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian 

memiliki pengaruh terhadap IPM kabupaten/kota Eks-Karesidenan Surakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2015) juga menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan seperti rasio kemandirian dan derajat desentralisasi 

berpengaruh terhadap IPM. Sementara penelitian yang dilakukan di Jawa 

Barat oleh Amelia (2016) juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian 

berpengaruh terhadap IPM. Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan baik yang diukur melalui rasio 

kemandirian keuangan maupun rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia, namun ada juga yang memperoleh 

hasil bahwa rasio kemandirian keuangan maupun rasio derajat desentralisasi 

tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti 

yaitu kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian dan rasio 

derajat desentralisasi fiskal, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada objek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan objek kabupaten dan 

kota di Provinsi Jawa Barat periode pengamatan dari tahun 2011 hingga tahun 

2017 yang didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia 

(2016), namun penelitiannya tersebut hanya berfokus pada rasio kemandirian 

keuangan sedangkan penelitian lainnya telah berfokus pada rasio kemandirian 

dan rasio derajat desentralisasi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang sama dengan memodifikasi variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu rasio kemandirian keuangan 

dan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia. 



12 
 

Diky Ramadhan Solihin, 2018 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil 

penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2011-2017)” 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah melalui kemandirian 

keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Barat 

2. Bagaimana gambaran IPM pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 

Barat 

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan melalui kemandirian keuangan 

daerah dan derajat desentralisasi fiskal terhadap IPM pada Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

4. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap IPM 

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

5. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap IPM pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kinerja keuangan melalui kemandirian keuangan daerah dan derajat 

desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 
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a. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan melalui kemandirian 

keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Barat 

b. Untuk mengetahui gambaran IPM pada Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Barat 

c. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan melalui kemandirian 

keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal terhadap IPM pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

d. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap 

IPM pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

e. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap IPM 

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis terhadap penelitian ini yaitu sebagai salah satu kajian 

ilmu yang dapat menambah pengetahuan berkaitan dengan kemandirian 

keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan IPM serta sebagai kajian 

bagi peneliti lainnya dan masyarakat luas dalam mengembangkan bidang 

kajian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta 

pemberikan manfaat untuk dapat menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Pendidikan Indonesia khususnya mata kuliah Akuntansi 

Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan. 

b. Bagi Pemerintahan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan/kontribusi pemikiran kepada pihak pemerintahan sebagai 
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pihak pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan upaya 

pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan indeks 

pembangunan manusia, serta memberikan informasi bagaimana 

pengaruh kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi 

fiskal terhadap IPM. 

 


